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Abstract. The development of artificial intelligence (Al), particularly in text-to-image
painting generation, has introduced new legal challenges within the copyright regime. The
use of human-created paintings as training data for Al systems potentially infringes upon the
moral and economic rights of painters. Meanwhile, Law Number 28 of 2014 on Copyright
in Indonesia has not explicitly regulated such practices. This study aims to examine the legal
status of Al-generated paintings under Indonesian copyright law and to analyze the forms of
legal protection available for painters whose works are used as Al training data. The research
employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings
indicate that paintings generated solely by Al cannot be classified as protected works, as
copyright law requires a human creator as the legal subject. Nevertheless, painters remain
entitled to moral and economic rights over their works. However, the existing legal
framework has not yet provided effective protection, highlighting the need for stronger
preventive and repressive legal measures to ensure adequate protection for painters in the
era of artificial intelligence.
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Abstrak. Perkembangan teknologi artificial intelligence (Al), khususnya dalam penciptaan
lukisan berbasis fext-to-image, menghadirkan tantangan hukum baru dalam rezim hak cipta.
Pemanfaatan karya lukisan manusia sebagai data pelatihan Al berpotensi menimbulkan
pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pelukis. Di sisi lain, Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang eksplisit
mengenai penggunaan karya cipta sebagai data olah Al Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji kedudukan lukisan berbasis Al dalam sistem hukum hak cipta Indonesia serta
menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelukis yang karyanya dimanfaatkan dalam
proses pelatihan Al. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa karya lukisan yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI belum dapat
dikualifikasikan sebagai ciptaan karena hukum hak cipta Indonesia mensyaratkan manusia
sebagai subjek pencipta. Meskipun demikian, pelukis tetap memperoleh perlindungan
melalui hak moral dan hak ekonomi. Namun, perlindungan tersebut belum berjalan efektif,
sehingga diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan
represif.
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A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/Al) telah menjadi salah
satu transformasi paling signifikan dalam peradaban manusia modern. Jika pada awalnya teknologi
berfungsi sebagai alat bantu (fools) untuk meningkatkan efisiensi kerja manusia, saat ini Al telah
berevolusi menjadi sistem yang mampu melakukan proses pembelajaran, analisis, dan bahkan
menghasilkan karya kreatif secara otonom. Transformasi ini tidak hanya terjadi di bidang industri dan
sains, tetapi juga merambah sektor seni dan industri kreatif, khususnya seni rupa digital (Dehouche &
Dehouche, 2023).

Dalam konteks seni visual, perkembangan Al tampak nyata melalui kemunculan berbagai
aplikasi text-to-image berbasis machine learning dan deep learning, seperti DALL-E, MidJourney,
Stable Diffusion, dan Adobe Firefly. Aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan pengguna
menghasilkan lukisan digital hanya melalui perintah teks (prompt) singkat. Sistem Al bekerja dengan
mempelajari jutaan data visual untuk mengenali pola warna, bentuk, komposisi, hingga gaya artistik
tertentu, sehingga mampu menghasilkan karya baru yang secara visual menyerupai karya pelukis
manusia profesional. Fenomena ini menunjukkan bahwa Al tidak lagi sekadar alat teknis, melainkan
telah berperan sebagai mitra kreatif dalam proses penciptaan karya seni (Castellano & Vessio, 2021).

Laporan World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan bahwa penggunaan
teknologi Al dalam berbagai sektor, termasuk seni dan industri kreatif, mengalami peningkatan yang
signifikan sejak satu dekade terakhir. WIPO mencatat bahwa Al semakin sering digunakan dalam
proses penciptaan karya berbasis ekspresi visual, yang secara langsung bersinggungan dengan rezim
hak cipta (WIPO, 2019). Sejalan dengan itu, McKinsey Global Institutemenyatakan bahwa Al
generatif berpotensi memberikan kontribusi ekonomi besar terhadap industri kreatif global, namun di
saat yang sama menimbulkan risiko hukum, terutama terkait penggunaan data pelatihan yang
bersumber dari karya cipta manusia tanpa izin (McKinsey, 2023).

Di tengah kemajuan tersebut, muncul persoalan hukum yang serius, khususnya terkait
penggunaan karya lukisan manusia sebagai data pelatihan Al. Banyak karya pelukis digunakan secara
masif sebagai bagian dari dataset pelatihan tanpa persetujuan, atribusi, maupun kompensasi
(Murfianti, 2020). Praktik ini berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pelukis, karena karya
seni diperlakukan semata-mata sebagai data teknis, bukan sebagai ciptaan yang dilindungi hukum.
Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak
pencipta.

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam perkara hukum yang diajukan oleh
sejumlah seniman visual, yaitu Sarah Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz, terhadap
perusahaan pengembang Al Stability Al, MidJourney, dan DeviantArt di Amerika Serikat. Para
penggugat menuding bahwa karya seni mereka telah dimasukkan ke dalam datasetpelatihan Al secara
masif tanpa izin maupun kompensasi. Penggunaan tersebut dinilai melanggar hak cipta karena karya
para seniman dimanfaatkan sebagai bagian dari proses komersialisasi teknologi Al tanpa persetujuan
pencipta sebagai pemegang hak eksklusif (Andersen v. Stability Al, 2023). Meskipun perkara ini
berada di luar yurisdiksi Indonesia, substansi permasalahannya memiliki relevansi universal dan
menjadi rujukan penting dalam diskursus hukum hak cipta berbasis Al.

Fenomena serupa juga mulai muncul di Indonesia, salah satunya melalui kasus Denny JA
pada tahun 2024 yang memamerkan ratusan lukisan hasil kolaborasi manusia dan Al. Penggunaan Al
sebagai mitra kreatif dalam seni lukis memicu perdebatan di kalangan seniman dan akademisi,
khususnya mengenai batas antara kontribusi manusia dan mesin, serta potensi pelanggaran hak cipta
apabila Al menggunakan karya pelukis lain sebagai data pelatihan tanpa izin. Hal ini menunjukkan
bahwa persoalan hukum Al dan seni bukan lagi isu abstrak, melainkan telah hadir dalam praktik nyata
di Indonesia (Putri Andanni & Santoso, 2025).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya memberikan
perlindungan hukum kepada pelukis sebagai pencipta melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi.
Namun demikian, undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan
karya cipta sebagai data pelatihan artificial intelligence maupun kedudukan hukum karya yang
dihasilkan oleh Al. Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
pelukis dan pelaku industri kreatif.

Dalam menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori perlindungan
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hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke
dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan yang
jelas dan pembatasan kewenangan, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi memberikan
upaya hukum bagi pihak yang dirugikan melalui mekanisme penegakan hukum (Hadjon, 1987). Teori
ini relevan untuk menilai sejauh mana hukum hak cipta Indonesia mampu melindungi pelukis dari
praktik pemanfaatan karya dalam sistem Al (Hadjon, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara
mendalam kedudukan lukisan yang diciptakan oleh artificial intelligence serta bentuk perlindungan
hukum terhadap pelukis yang karyanya digunakan sebagai data olah AI. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana kedudukan lukisan yang diciptakan oleh artificial intelligence berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan

2. bagaimana perlindungan hukum terhadap pelukis yang karyanya digunakan sebagai data olah
artificial intelligence dalam pembuatan lukisan berbasis Al

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum lukisan berbasis Al dalam
rezim hak cipta Indonesia serta mengkaji efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pelukis
di tengah perkembangan teknologi artificial intelligence. Secara praktis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan hukum hak cipta yang lebih adaptif,
berkeadilan, dan seimbang antara kepentingan pencipta dan kemajuan teknologi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian
terhadap norma hukum positif yang mengatur perlindungan hak cipta, khususnya terkait penggunaan
karya lukisan sebagai data olah dalam sistem artificial intelligence (Al). Penelitian hukum normatif
dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi asas-asas hukum,
peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan para ahli hukum (Ali, 2021). Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach),
yaitu dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta
peraturan terkait lainnya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merujuk pada
konsep pencipta, ciptaan, dan teori perlindungan hukum, khususnya teori perlindungan hukum
menurut Philipus M. Hadjon (Soekanto & Mamudji, 2015). Spesifikasi penelitian ini bersifat
deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan akurat pengaturan hukum hak
cipta di Indonesia, kemudian menganalisis kecukupan norma hukum tersebut dalam memberikan
perlindungan hukum bagi pelukis di tengah perkembangan teknologi Al. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah
nasional dan internasional, serta dokumen resmi seperti publikasi World Intellectual Property
Organization (WIPO) berjudul Understanding Copyright and Related Rights (2023), dan bahan
hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan
mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan
kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif melalui penafsiran
hukum, penalaran hukum, serta evaluasi terhadap kecukupan norma hukum yang berlaku guna
menjawab rumusan masalah penelitian (Marzuki, 2017). Lokasi penelitian ditetapkan di Perpustakaan
Universitas Islam Bandung (Unisba) karena memiliki ketersediaan sumber pustaka hukum yang
relevan dan mendukung penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Lukisan Berbasis Artificial Intelligence dalam Rezim Hak Cipta Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lukisan merupakan objek perlindungan hak cipta yang secara
tegas diakui dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta. Perlindungan tersebut bersifat deklaratif dan timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan
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dalam bentuk nyata, tanpa bergantung pada pendaftaran administratif. Prinsip ini menegaskan bahwa
hukum hak cipta Indonesia melindungi ekspresi ide dalam bentuk konkret, bukan ide atau gagasan
abstrak itu sendiri.

Penelitian ini menemukan bahwa rezim hak cipta Indonesia bersifat netral terhadap
perkembangan teknologi. Digitalisasi lukisan maupun penggunaannya dalam sistem teknologi
mutakhir, termasuk artificial intelligence, tidak menghilangkan kedudukan lukisan sebagai objek
perlindungan hak cipta. Dengan demikian, penggunaan karya lukisan sebagai data olah artificial
intelligence tetap harus dipandang sebagai pemanfaatan terhadap ciptaan yang berada dalam
perlindungan hukum (Putri Andanni & Santoso, 2025).

Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta
mensyaratkan adanya pencipta sebagai subjek hukum. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Hak Cipta
secara implisit menegaskan bahwa pencipta dipahami sebagai manusia yang memiliki kemampuan
intelektual, kehendak, dan kesadaran dalam proses penciptaan karya. Berdasarkan konstruksi tersebut,
artificial intelligence tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta karena tidak memiliki kepribadian
hukum maupun tanggung jawab hukum.

Akibatnya, lukisan yang dihasilkan sepenuhnya secara otonom oleh artificial intelligence
tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memenuhi unsur “ciptaan” dalam pengertian UU Hak Cipta.
Lukisan tersebut tidak memiliki subjek hukum tempat hak moral dan hak ekonomi dapat dilekatkan,
sehingga tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Temuan ini menunjukkan adanya kekosongan
hukum (legal gap) dalam sistem hak cipta Indonesia terhadap karya seni berbasis artificial
intelligence.

Perlindungan Hukum terhadap Pelukis atas Penggunaan Karya Lukisan sebagai Data Olah
Artificial Intelligence.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelukis memiliki kedudukan hukum sebagai pencipta
sekaligus pemegang hak cipta atas karya lukisan yang dihasilkannya. Kedudukan ini melahirkan hak
moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Hak moral meliputi
hak atas pencantuman nama dan perlindungan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi mencakup
hak eksklusif untuk memberikan izin atas pemanfaatan ciptaan (Riswandi & Agus, 2016).

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan
artificial intelligence berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pelukis apabila dilakukan
tanpa izin, atribusi, dan kompensasi. Dalam proses pelatihan Al generatif, karya lukisan disalin dan
diolah dalam dataset digital, yang secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penggandaan
sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta.

Temuan ini diperkuat oleh praktik internasional, khususnya gugatan yang diajukan oleh Sarah
Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz terhadap Stability Al, Midjourney, dan DeviantArt.
Perkara tersebut menunjukkan bahwa karya seni digunakan secara masif sebagai data pelatihan Al
tanpa persetujuan pencipta, sehingga pencipta kehilangan kontrol dan manfaat ekonomi atas karyanya.
Meskipun terjadi di yurisdiksi Amerika Serikat, substansi permasalahan tersebut relevan dengan
sistem hukum hak cipta Indonesia (Andersen v. Stability Al, 2023).

Dalam konteks nasional, polemik karya berbasis Al yang melibatkan Denny JA juga
menunjukkan persoalan serupa, yaitu penggunaan ekspresi kreatif manusia sebagai dasar pelatihan Al
tanpa mekanisme perlindungan hak cipta yang jelas. Penelitian ini menemukan bahwa UU No. 28
Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit penggunaan karya cipta sebagai data olah artificial
intelligence, sehingga perlindungan hak moral dan hak ekonomi pelukis belum berjalan secara efektif
(Kompas, 2024).

Analisis dan Pembahasan
Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta secara tegas mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa
orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan ini secara implisit
mengandung unsur kehendak, kesadaran, dan kapasitas intelektual manusia. Artificial intelligence,
sebagai sistem teknologi berbasis algoritma dan pemrosesan data, tidak memiliki kehendak bebas,
kesadaran, maupun kepribadian hukum yang memungkinkan dilekatkannya tanggung jawab hukum.
Oleh karena itu, Al tidak dapat diposisikan sebagai pencipta dalam pengertian hukum hak cipta
Indonesia (Muhammad Ilman Abidin, 2023).

Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya yang dihasilkan
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atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Unsur-unsur
tersebut menegaskan bahwa proses penciptaan dalam hukum hak cipta tidak hanya menekankan pada
hasil akhir, tetapi juga pada proses kreatif manusia di balik lahirnya suatu karya. Dengan demikian,
lukisan yang dihasilkan secara otonom oleh artificial intelligence tanpa kontribusi kreatif manusia
yang dapat diidentifikasi tidak memenuhi unsur ciptaan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta mengakui
lukisan sebagai objek perlindungan, pengakuan tersebut tetap mensyaratkan adanya pencipta sebagai
subjek hukum. Akibatnya, lukisan berbasis Al yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem tanpa
intervensi kreatif manusia berada dalam posisi hukum yang problematis, karena tidak dapat dilekatkan
hak moral maupun hak ekonomi. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum (legal
gap) antara perkembangan teknologi dan norma hukum hak cipta yang berlaku.

Dalam konteks penciptaan lukisan berbasis artificial intelligence, keterlibatan manusia
menjadi faktor kunci untuk menentukan apakah suatu hasil karya dapat dikualifikasikan sebagai
ciptaan yang dilindungi hak cipta. Keterlibatan manusia yang dimaksud tidak dapat dipahami secara
sederhana sebagai kehadiran manusia dalam penggunaan teknologi, melainkan harus dilihat
dari kualitas dan intensitas kontribusi kreatif yang diberikan dalam keseluruhan proses penciptaan
karya (Dornis & Stober, 2025).

Keterlibatan manusia yang signifikan dapat tercermin sejak tahap konseptual, yaitu ketika
manusia menentukan ide artistik, tema, pesan visual, atau arah estetik yang ingin diwujudkan dalam
suatu lukisan. Pada tahap ini, manusia tidak sekadar memberikan perintah teknis, melainkan
melakukan proses intelektual berupa perumusan gagasan kreatif yang menjadi dasar lahirnya karya.
Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sistem AI melalui prompt atau instruksi yang
dirancang secara sadar dan reflektif, sehingga Al berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan ide
manusia, bukan sebagai pihak yang menciptakan ide itu sendiri (Putra, 2025).

Selain tahap konseptual, keterlibatan kreatif manusia juga dapat terlihat pada tahap
pengambilan keputusan terhadap hasil akhir. Sistem Al umumnya menghasilkan berbagai variasi
gambar berdasarkan satu perintah. Manusia kemudian melakukan seleksi, evaluasi, dan penilaian
estetik terhadap keluaran tersebut untuk menentukan mana yang layak dianggap sebagai karya. Proses
kurasi ini mengandung unsur subjektivitas, preferensi artistik, dan penilaian kreatif yang tidak dapat
dilakukan secara otonom oleh mesin. Dalam hal ini, manusia berperan aktif sebagai pihak yang
“menyaring” dan “mengarahkan” hasil kerja Al agar sesuai dengan visi artistiknya (Rombach dkk.,
2022).

Keterlibatan manusia juga dapat berupa modifikasi lanjutan terhadap hasil keluaran Al, baik
melalui penyuntingan visual, penggabungan dengan elemen lain, maupun penyempurnaan detail
artistik secara manual. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kontribusi intelektual tambahan yang
menjadikan karya tersebut bukan sekadar hasil mekanis dari sistem Al, melainkan hasil kolaborasi di
mana dominasi kreatif tetap berada pada manusia.

Apabila seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kendali substantif
atas proses penciptaan, maka secara hukum manusia tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pencipta.
Dalam konstruksi ini, artificial intelligence diposisikan sebagai alat bantu kreatif (creative tool),
serupa dengan kuas, kamera, atau perangkat lunak desain digital, yang tidak memiliki kedudukan
sebagai subjek hukum (Dornis & Stober, 2025). Dengan demikian, hak moral dan hak ekonomi dapat
dilekatkan kepada manusia yang melakukan kontribusi kreatif tersebut.

Namun, permasalahan muncul ketika keterlibatan manusia hanya bersifat minimal atau teknis,
misalnya sekadar memasukkan perintah singkat tanpa perumusan konsep artistik yang jelas, tanpa
seleksi kreatif, dan tanpa modifikasi substantif terhadap hasil Al. Dalam kondisi demikian, sulit untuk
menyatakan adanya ekspresi intelektual manusia yang cukup untuk memenuhi unsur ciptaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hasil lukisan tersebut cenderung
merupakan produk otomatis dari sistem Al, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan
yang dilindungi.

Ketiadaan parameter yang tegas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai batas
minimal intervensi kreatif manusia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Tidak terdapat
kriteria normatif yang dapat digunakan untuk menilai kapan keterlibatan manusia dianggap cukup
signifikan dan kapan dianggap sekadar teknis. Akibatnya, status hukum karya berbasis Al menjadi
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bergantung pada penafsiran subjektif, baik oleh pencipta, pengguna, maupun penegak hukum.

Ketidakpastian mengenai status hukum karya berbasis Al ini pada akhirnya tidak hanya
memengaruhi pengakuan terhadap hasil lukisan Al itu sendiri, tetapi juga berimplikasi langsung
terhadap perlindungan hak-hak pelukis yang karyanya digunakan dalam proses pengembangan dan
pelatihan sistem Al (DJKI, 2023).

Dalam konteks tersebut, hak moral pelukis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hubungan personal
antara pencipta dan ciptaannya. Dalam penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan Al,
pelanggaran hak moral dapat terjadi ketika karya pelukis dimanfaatkan tanpa pencantuman nama,
tanpa atribusi, dan tanpa persetujuan pencipta. Proses pelatihan Al yang bersifat masif, otomatis, dan
tertutup menyebabkan pelukis kehilangan pengakuan atas identitas artistiknya, padahal pengakuan
tersebut merupakan inti dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Selain itu, penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan Al juga berpotensi mengancam
integritas ciptaan. Keluaran Al yang meniru atau menyerupai gaya, karakter visual, maupun ciri khas
pelukis tertentu dapat menimbulkan persepsi publik seolah-olah karya tersebut merupakan hasil kreasi
pelukis yang bersangkutan, meskipun ia sama sekali tidak terlibat dalam proses penciptaannya.
Apabila hasil tersebut menyimpang dari nilai artistik atau digunakan untuk tujuan yang merugikan
reputasi pencipta, maka hak moral pelukis, khususnya hak untuk mempertahankan kehormatan dan
reputasinya, berada dalam posisi yang rentan (Putra, 2025).

Dari aspek hak ekonomi, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap
bentuk pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial harus didasarkan pada izin pencipta atau
pemegang hak cipta. Penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan Al dapat dipandang sebagai
bentuk pemanfaatan ekonomi, karena karya tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan
kemampuan, kualitas, dan nilai komersial sistem Al. Proses penyalinan karya ke dalam dataset digital
juga dapat dikualifikasikan sebagai penggandaan dalam arti hukum, meskipun dilakukan dengan dalih
teknis atau pengembangan teknologi.

Pembahasan mengenai perlindungan hak cipta pelukis dalam konteks artificial intelligence
menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kasus konkret, baik di tingkat nasional maupun
internasional. Dua contoh penting yang mencerminkan persoalan ini adalah polemik karya berbasis
Al yang dipublikasikan oleh Denny JA di Indonesia serta gugatan hukum yang diajukan oleh Sarah
Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz terhadap Stability Al, Midjourney, dan DeviantArt di
Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi Al
secara nyata menantang konstruksi klasik hukum hak cipta yang menempatkan manusia sebagai pusat
perlindungan.

Dalam konteks Indonesia, polemik karya berbasis Al yang diklaim sebagai eksperimen kreatif
oleh Denny JA memunculkan perdebatan serius mengenai batas penggunaan artificial intelligence
sebagai alat bantu penciptaan. Kritik yang muncul tidak hanya menyasar aspek etis, tetapi juga aspek
yuridis, khususnya terkait penggunaan gaya, struktur, dan karakteristik karya sastra manusia sebagai
referensi atau data pelatihan Al. Meskipun tidak seluruh karya sumber diidentifikasi secara eksplisit,
publikasi karya tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa ekspresi kreatif pencipta manusia telah
diserap dan direproduksi oleh sistem Al tanpa mekanisme izin, atribusi, maupun kompensasi.

Kasus Denny JA menunjukkan bahwa meskipun hasil akhir karya Al tidak secara identik
menyalin karya tertentu, proses pembentukan karya tersebut tetap bergantung pada akumulasi
ekspresi kreatif manusia. Dalam perspektif hak moral, kondisi ini berpotensi mengaburkan hubungan
personal antara pencipta dan ciptaannya, karena gaya dan karakter artistik pelukis dapat
direpresentasikan ulang tanpa pengakuan terhadap pencipta asli. Dalam perspektif hak ekonomi,
pemanfaatan karya Al untuk kepentingan publikasi dan reputasi juga menimbulkan pertanyaan
mengenai distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi pencipta manusia yang karyanya dijadikan basis
pembelajaran sistem Al

Permasalahan serupa muncul secara lebih tegas dalam gugatan yang diajukan oleh Sarah
Andersen, Kelly McKernan, dan Karla Ortiz di Amerika Serikat. Dalam perkara tersebut, para pelukis
secara eksplisit mendalilkan bahwa karya seni mereka telah dimasukkan ke dalam dataset pelatihan
Al secara masif tanpa izin dan tanpa kompensasi. Berbeda dengan kasus Denny JA yang masih berada
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dalam ranah perdebatan publik dan etika, kasus Sarah Andersen dkk. telah memasuki ranah litigasi,
sehingga memperlihatkan potensi konflik hukum yang lebih konkret antara pencipta dan pengembang
teknologi Al

Gugatan tersebut menyoroti dua aspek utama perlindungan hak cipta, yaitu hak moral dan hak
ekonomi. Dari sisi hak moral, para pelukis merasa kehilangan pengakuan atas identitas artistik mereka
karena sistem Al mampu menghasilkan gambar dengan gaya visual yang menyerupai ciri khas
pencipta tertentu tanpa atribusi. Dari sisi hak ekonomi, penggunaan karya seni sebagai data pelatihan
Al dipandang sebagai bentuk eksploitasi komersial, karena sistem Al yang dihasilkan kemudian
dipasarkan sebagai layanan berbayar. Dalam konteks ini, karya lukisan tidak lagi sekadar objek seni,
melainkan telah menjadi input ekonomi yang berkontribusi pada nilai komersial teknologi Al

Apabila dikaitkan dengan hukum hak cipta Indonesia, substansi permasalahan dalam kasus
Sarah Andersen dkk. memiliki relevansi yang kuat. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang pemanfaatan
ciptaannya, termasuk penggandaan dan penggunaan untuk tujuan komersial. Proses pelatihan Al yang
melibatkan penyalinan karya lukisan ke dalam dataset digital secara konseptual dapat dikualifikasikan
sebagai bentuk penggandaan, meskipun dilakukan untuk kepentingan teknis. Oleh karena itu, tanpa
adanya izin pencipta, praktik tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi pelukis.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kedua kasus tersebut
memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum preventif dan represif bagi pencipta. Secara preventif,
belum terdapat norma yang secara jelas mewajibkan izin, atribusi, atau mekanisme lisensi dalam
penggunaan karya sebagai data pelatihan Al. Ketentuan dalam UU Hak Cipta masih berorientasi pada
bentuk pemanfaatan konvensional dan belum secara eksplisit mengantisipasi pemanfaatan karya
dalam sistem Al generatif. Akibatnya, pelukis tidak memiliki instrumen hukum yang efektif untuk
mencegah penggunaan karya mereka sejak tahap awal pengolahan data.

Penggunaan karya lukisan sebagai data pelatihan artificial intelligence menempatkan ciptaan
dalam posisi yang berbeda dari pemanfaatan konvensional. Karya tidak lagi dimanfaatkan sebagai
objek konsumsi estetis secara langsung, melainkan sebagai sumber data yang diolah secara
komputasional untuk menghasilkan sistem baru. Meskipun bentuk pemanfaatannya berubah,
substansi penggunaan tersebut tetap melibatkan ekspresi kreatif pelukis. Oleh karena itu, perubahan
medium dan cara pemanfaatan tidak seharusnya menghilangkan hak eksklusif pencipta atas karyanya.

Namun demikian, UU Hak Cipta belum memberikan kejelasan mengenai kualifikasi hukum
penggunaan ciptaan sebagai data. Ketentuan mengenai penggandaan, pengumuman, dan
pendistribusian masih ditafsirkan dalam kerangka pemanfaatan yang bersifat konvensional.
Akibatnya, terdapat ruang abu-abu hukum dalam menilai apakah pelatihan Al merupakan bentuk
pemanfaatan ciptaan yang memerlukan izin pencipta atau justru dipandang sebagai aktivitas teknis
yang berada di luar jangkauan hak cipta. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan pelukis karena
membuka peluang pemanfaatan karya tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara
kepentingan pencipta dan kepentingan pengembang teknologi. Pelukis berada dalam posisi yang
lemah karena tidak memiliki dasar normatif yang jelas untuk menuntut perlindungan sejak tahap awal
penggunaan karya sebagai data pelatihan Al. Sementara itu, pengembang teknologi dapat berlindung
di balik ketiadaan pengaturan eksplisit untuk membenarkan praktik pemanfaatan karya tanpa izin.
Ketimpangan ini bertentangan dengan tujuan utama hukum hak cipta, yaitu memberikan perlindungan
dan penghargaan yang layak kepada pencipta (Dehouche & Dehouche, 2023, 2023).

Ketiadaan pengaturan mengenai standar keterlibatan manusia dalam penciptaan karya
berbasis artificial intelligence juga memperparah ketidakpastian hukum. UU Hak Cipta tidak
memberikan parameter yang jelas mengenai sejauh mana intervensi manusia diperlukan agar suatu
karya berbasis Al dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi. Akibatnya, penilaian mengenai status
hukum karya menjadi sangat subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara
pencipta, pengguna, dan penegak hukum.

Dalam konteks perlindungan hak moral, ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada melemahnya
pengakuan terhadap identitas artistik pelukis. Hak moral yang seharusnya melekat secara permanen pada
diri pencipta menjadi sulit ditegakkan ketika karya diperlakukan semata-mata sebagai data anonim dalam
sistem Al. Hubungan personal antara pelukis dan ciptaannya menjadi tereduksi, padahal hubungan
tersebut merupakan dasar filosofis dari pengakuan hak moral dalam hukum hak cipta Indonesia.
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Selain itu, perkembangan teknologi artificial intelligence yang semakin pesat menuntut
adanya pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika pemanfaatan karya cipta dalam
ruang digital. Ketidakjelasan norma dalam UU Hak Cipta berpotensi menimbulkan konflik hukum di
masa mendatang, khususnya terkait batasan penggunaan karya sebagai data pelatihan Al dan
mekanisme perolehan izin dari pencipta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih
komprehensif guna memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak
pencipta dan perkembangan teknologi, serta memastikan bahwa pemanfaatan karya lukisan dalam
sistem Al tetap menghormati hak ekonomi dan hak moral pelukis sebagai pencipta.

Sementara itu, dari sisi hak ekonomi, penggunaan karya lukisan sebagai input dalam sistem
Al menciptakan nilai ekonomi baru yang tidak secara langsung diakomodasi dalam mekanisme
pembagian manfaat yang ada. Pelukis tidak memiliki akses terhadap skema kompensasi yang adil,
meskipun karyanya berkontribusi pada pengembangan sistem Al yang bernilai komersial. Kondisi ini
menunjukkan bahwa rezim hak cipta Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan
ekonomi kreatif berbasis data dan teknologi (Dornis & Stober, 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lukisan
yang dihasilkan sepenuhnya oleh artificial intelligence belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan
yang memperoleh perlindungan hukum secara otomatis, karena sistem hukum hak cipta Indonesia
masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta. Artificial intelligence dipahami
sebatas sebagai sarana atau alat bantu dalam proses penciptaan, sehingga perlindungan hak cipta baru
dapat diberikan apabila terdapat keterlibatan dan kontribusi kreatif manusia yang nyata dan signifikan.
Pandangan ini sejalan dengan sikap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menegaskan
bahwa artificial intelligence tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pencipta dalam rezim hak cipta
nasional. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pelukis yang karyanya digunakan sebagai data
pelatihan artificial intelligence dapat dianalisis melalui konsep perlindungan hukum preventif dan
represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Secara preventif, Undang-Undang Hak
Cipta telah mengakui hak moral dan hak ekonomi pelukis sebagai bentuk perlindungan dasar, namun
belum mengatur secara spesifik penggunaan karya lukisan sebagai data olah AI, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewajiban perizinan, skema lisensi, serta batasan
pemanfaatan karya. Sementara itu, secara represif, mekanisme penegakan hak cipta melalui gugatan
perdata dan upaya hukum lainnya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian dan
keterbatasan akses informasi akibat karakter sistem Al yang tertutup dan bersifat agregatif. Oleh
karena itu, dengan merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan hak cipta dalam instrumen internasional
di bawah World Intellectual Property Organization (WIPO), seperti Berne Convention dan WIPO
Copyright Treaty, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional agar hak moral dan hak ekonomi
pelukis dapat dilindungi dan ditegakkan secara lebih efektif di tengah perkembangan teknologi
artificial intelligence.
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